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TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBADAN
HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA
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Abstract: A non well-managed cooperation has disadvantaged the creditor. It is caused by the
difficulties to draw the fund from the debtors. But when the creditors ask to the court
with the bad achievement reasons, the court refuse to conduct because the committee is
not the party in the agreement. Therefore, it is necessary to construct fiduciary duty so
that the committee who do not work properly can be put personal responsibility for this
agreement.
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PENDAHULUAN

Pada dasa warsa akhir sembilan puluhan dapat Ki#tataasa kejayaan koperasi simpan
pinjamber badan hukum, di mana-mana muncul kopsnagian pinjam yang didirikan anggota
masyarakat, bahkan usahanya sempat bersaing Hetajan bank perkreditan rakyat. Usaha
KSP mirip dengan perbankan, yaitu menerima simpatan memberikan pinjaman, bahkan
KSP berani memberikan bunga yang lebih tinggi ®epgara penyimpan dana serta
menawarkan kemudahan bagi pihak yang akan memingng. Dan usaha ini mampu menarik
minat anggota masyarakat baik untuk menyimpan daupom meminjam dana. Namun
kejayaan KSP ini hanya berlaku hingga tahun 2005420

Mulai tahun 2005 satu persatu KSP mengalami kdtvatan diikuti dengan pembubaran,
hal ini berjalan terus hingga pada tahun 2007 &SP yang bubar karena tidak mampu
memenuhi kewajibannya kepada para penyimpan dagmbiéibaran KSP biasanya diawali
dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh pihakyimnpan dana yang bunga atau
simpanannya tidak dibayar oleh koperasi. Di kateakarta, pada tahun 2007 lebih dari 4 KSP
diperkarakan oleh penyimpan dana di Pengadilarefiégrena tidak mampu mengembalikan
dana milik penyimpan.

Dari 4 kasus gugatan kreditur kepada pengurus K&PPengadilan Negeri Surakarta,
hanya ada satu kasus yang dikabulkan sementara3yanmgya gugatan kreditur ditolak majelis
hakim. Tentunya hal ini mengecewakan pihak penymgsna selaku penggugat, karena mereka
yang umumnya memiliki dana lebih dari Rp 500.000.@Qlima ratus juta rupiah) tidak lagi
dapat menarik dananya yang disimpan di KSP yangabgkutan. Penolakan gugatan

penyimpan dana oleh majelis hakim didasarkan p#msam bahwa gugatan penyimpan dana
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selaku kreditur kurang pihak , karena pada dasakoperasi adalah badan hukum sehingga
gugatan kreditur seharusnya ditujukan kepada lembE&P-nya dan bukan pengurus

koperasinya.

Dalam badan usaha yang berbentuk badan hukurdaptar ketentuan bahwa kedudukan
lembaga sama dengan manusia sehingga kedudukéada menjadi subyek mandiri dalam
perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang teghi dari harta kekayaan anggota atau penyetor
modalnya, konsekwensinya semua utang piutang géngt perusahaan dijamin oleh harta
kekayaan perusahaan. Badan usaha melakukan tindekamelalui perilaku individu. Manusia
memperantarai badan usaha dalam bertindak sebagain bhukum, dan yang perilakunya
dipertautkan sebagai badan usaha disebugan badan usaha. Tanggung jawab organ ini
hanyalah sebatas mengurus dan mewakili perseroan depat bertindak di depan hukum,
mengingat badan usaha hanyalah badan hukum rékaditial person).

Demikian halnya dengan KSP berbadan hukum mankigkayaan tersendiri yang
menjadi jaminan utang piutangnya kepada krediemmasuk penyimpan dana, sementara
tanggung jawab pengurus sebatas mengurus dan nliep@igeroan agar dapat bertindak di
depan hukum  Masalahnya, bagaimana akibatnyakpkarasi tidak mampu mengembalikan
dana penyimpan, sementara harta kekayaan kopetaki cukup untuk melunasinya, apakah
pengurus bertanggung jawab untuk membayar kembalna milik penyimpan? Apakah
pengurus dapat dibebani tanggung jawab denganinoktfiduciary duty? Tulisan ini akan
menelaah dua hal, pertama hasil penelitian yaegddk menelaah tanggung jawab pengurus
Koperasi Simpan Pinjam terhadap penyimpan danakpieerasi tidak mampu mengembalikan
dana, kedua, kemungkinan penerapan dokfidiciary duty untuk menembus tanggung jawab

pribadi pengurus terhadap penyimpan dana.

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian tedpa8 (tiga ) Putusan Pengadilan Negeri
Surakarta tentang gugatan penyimpan dana terhagtagupus Koperasi Simpan Pinjam, yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap . Ketigadfagi yang digugat tersebut adalah
Koperasi SAM. SM dan BS.
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HUBUNGAN HUKUM ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DENGAN
PENYIMPAN DANA

Sebelum membahas hubungan hukum antara koperaparsirpinjam (KSP) dengan
penyimpan dana, perlu kiranya mengetahui lebih ldakarakteristik KSP. KSP diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentangk&®laan Koperasi Simpan Pinjam.
Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2jgvean koperasi simpan pinjam adalah
koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam

Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995, kegiatan usatmpan pinjam adalah kegiatan yang
dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkarmgéalui kegiatan usaha simpan
pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang beisdng, calon anggota koperasi yang
bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya .

Kasmir (2001 him. 269 -270) menyatakan bahwa WKW&RBuk kategori sebagai lembaga
keuangan pembiayaan karena KSP menjalankan usafaigy@an yaitu dengan menghimpun
dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepagigoéanya atau anggota masyarakat umum.
Memperhatikan pengertian kegiatan simpan pinjamung UU Nomor 9 Tahun 1995, untuk
sementara dapat disimpulkan bahbeneficiaries dari suatu KSP tidak hanya anggotanya saja
tetapi juga pihak lain yang bukan anggota koperaisg bersangkutan.

Kembali pada usaha KSP, yaitu sebagai penghimpuoa dan selanjutnya menyalurkan
dana pada pihak lain, pertanyaan yang kemudian mhatalah bagaimana hubungan hukum
antara koperasi dengan penyimpan dana dan bagaim#mangan antara koperasi dengan
penerima pinjaman atau debitur ?

Dalam mengkaji hubungan hukum antara KSP dengayimpan dana perlu dibahas pula
pengertian simpanan. Menurut PP Nomor 9 Tahun 188ng Pelaksanaan Kegiatan Simpan
Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 angka 4, yang dinthkBupanan adalah dana yang dipercayakan
oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasidamatau anggotanya kepada koperasi dalam
bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

Menyimak pada pengertian simpanan dalam KSP, makapanan wajib dan simpanan
pokok anggota tidak masuk kategori simpanan kakedaanya bukanlah dana yang diserahkan
kepada koperasi sebagai tabungan maupun simpamamdi@ tetapi sebagai modal koperas,
karenakeduanya membawa konsekwensi hukum yang berbe@daanya menyangkut
tanggung jawab koperasi terhadap pemilik dana.aPert koperasi bertanggung jawab
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mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungansatgaanan berjangka milik anggotanya
atau calon anggota sekalipun koperasi menderitagkat, sementara hal itu tidak dilakukan
terhadap simpanan wajib dan pokok, karena kedupasiam ini merupakan bagiarsk equity
yaitu modal yang beresiko menanggung kerugian legpéHadikusumah, 2002 him 96 ; Pachta
et.al, 2005 him. 86). Kedu&operasi bertanggung jawab membayar bunga terhpdaplik
tabungan atau simpanan berjangka sekalipun kopeesierita kerugian, namun koperasi tidak
bertanggung jawab membayar sisa hasil usaha kegaddik simpanan pokok dan wajib jika
koperasi mederita kerugian . Pertanyaan yang keanuaiuncul adalah berdasarkan hubungan
apakah pemilik simpanan tabungan dan berjangkeyenahkan uangnya pada KSP?

Sjahdeni (1993 him. 128-155) dalam mengkaji hubmngank dengan penyimpan dana
menyatakan bahwa hubungan hukum antara bank wlgregayimpan dana adalah hubungan
berdasarkan pinjam meminjam seperti yang diatiandd&asal 1755 KUH Perdata, dan bukanlah
hubungan pemberian kuasa, penitipan barang atabgrem kuasa. Syahdeni yang berusaha
mengkaji satu-persatu jenis-jenis hubungan hukusebeit memberikan alasan-alasan mengapa
tidak setuju bahwa hubungan hukum antara penyimgana dengan bank tidak dapat
dikategorikan sebagai hubungan “penitipan barariggmberian kuasa”, atau "pemberian
kuasa” Bertitik tolak pada pendapat Sjahdeaiiwa hubungan hukum antara penyimpan
dana dengan bank adalah hubungan hukum yang bekdasperjanjian peminjaman uang.
Pertanyaannya, apakah hal ini jugu dapat dibekEkuuntuk melihat hubungan hukum
penyimpan dana dengan KSP?

Kembali pada PP Nomor 9 Tahun 1995, kegiataR i8alah menghimpun dana dan
menyalurkan pinjaman, artinya bahwa dana yang gibimberasal dari simpanan anggota dan
calon anggotanya atau koperasi lain atau angotaglanjutnya dana ini disalurkan sebagai
kredit yang diberikan oleh koperasi kepada anggodgpn anggotanya atau koperasi lain dan
anggotanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahvisangan hukum antara KSP dengan
penyimpan dana adalah hubungan yang didasarkanpes@ejian pinjam meminjam. Apalagi
jika menyimak pengertian simpanan adalah sejumkadyang dipercayakan oleh anggota,
calon anggota, koperasi lain atau anggotanya kepa@arasi dalam bentuk tabungan atau
deposito, jelas di sini tidak ada hubungan pembekiaasa antara penyimpan dana dengan
koperasi, karena KSP tidak diberi kewenangan umhémberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran —menjadi tertarik cek dan bilyet giseperti halnya bank umum. Demikian halnya
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hubungan penitipan juga tidak dapat digunakan sebd@sar antara KSP dengan penyimpan
dana, karena ketika penyimpan dana menarik kemietianya, pihak KSP selain dapat
menggunakan dana penyimpan dan membayar bungatigagamungkin mengembalikan jenis
uang yang sama wujudnya saat penyimpanan. Olelbsib kata "dipercayakan” sebenarnya
mengandung arti diserahkan untuk digunakan bukieedse untuk disimpan oleh KSP.
Sehubungan dengan pinjam meminjam yang menjadir dagungan antara penyimpan
dana dengan KSP, maka KSP memiliki kewajiban untom&ngembalikan saat diminta
pemiliknya atau saat KSP tidak aktif lagi melakuKesgiatannya. Selanjutnya bagaimana
hubungan hukum antara KSP dengan debitur ? Dadarmigan hukum antara KSP dengan
debitur adalah perjanjian pinjam-meminjam uang gyaleh masyarakat sering disebut sebagai
perjanjian kredit. Perjanjian itu sebenarnya mekapm hubungan yang didasarkan pada
perjanjian pinjam meminjam seperti diatur dalamaPd§54 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa :

Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan man& pdwag satu memberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-bargagy menghabis karena pemakaian,
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini alemgembalikan sejumlah yang sama
dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Badrulzaman (1994 him. 110), perjanjian jggimmeminjam ini  juga
mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adaatidomenghabis, termasuk di dalamnya
uang. Di sini debitur dalam KSP sebagai pemaklalgpis mengganti atas barang yang dipakai
—dalam hal ini uang- . PP Nomor 9 Tahun 1995 Phsaigka (7) menyebutkan yang dimaksud
pinjaman adalah :

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersandakeyan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperagjagepihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelagka waktu tertentu disertai dengan
pembayaran sejumlah imbalan.

Dengan demikian perjanjian pinjam uang atau pagarkredit yang diberikan oleh KSP
kepada debitur dasarnya adalah perjanjian pinjamimjam. Oleh sebab itu debitur pun wajib
mengembalikan pinjaman kepada KSP. Mengingat hubunigukum antara KSP dengan
peyimpan dana merupakan hubungan pinjam-meminjarg, uaaka KSP yang telah menerima
simpanan dana wajib untuk mengembalikan pada gemwdi pada suatu saat yang telah

diperjanjikan. Badrulzaman (2001 him. 8) menyatakarbahwa debitur  berkewajiban
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menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena huudenempunyai kewajiban untuk membayar
hutang. Dalam istilah asing kewajiban debitur itsetutschuld. Disampingschuld, debitur juga
memiliki kewajiban lain yang disebbftung, yaitu kewajiban debitur untuk membiarkan harta
kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutaebitdr, guna pelunasan hutang apabila
debitur tidak membayar hutang tersebut. Hal inugeslengan ketentuan yang tertuang dalam
Pasal 1131 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa, segalenkaean si berhutang baik bergerak
maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maugung lparu akan ada dikemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya pensgan.

Apabila pendapat tersebut diaplikasikan dalam hghano hukum antara KSP selaku debitur
dengan penyimpan dana sebagai kreditur, maka jjkhak KSP wanprestasi maka pihak
penyimpan dana berhak untuk memperoleh pembagaramarta kekayaan KSP. Hal ini sesuai
dengan status koperasi sebagai badan hukum yangiikndrarta kekayaan tersendiri terpisah
dari harta kekayaan pribadi para anggotanya.

Sebagai organisasi, koperasi memiliki alat perlapgk yang terdiri dari rapat anggota,
pengurus dan pengawas (Pasal 21 UU Nomor 25 Tal9d92).l Rapat anggota sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi karena rapat anggptt dikategorikan sebagai kumpulan dari
pemilik koperasi, yaitu anggota yang telah menyaiorsimpanan (pokok dan wajib) sebagai
modal koperasi. Dalam menjalankan usaha kopeasiat anggota menunjuk pengurus yang
diberi wewenang untuk mengurus koperasi. Penguipgihddari anggota dan oleh rapat
anggota, sehingga masing-masing anggota mempungsémpatan yang sama menjadi
pengurus.

Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 mengatur, bahwgysas merupakan pemegang
kuasa rapat anggota, oleh sebab itu pengurus begrtag jawab mengenai segala kegiatan
pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapabtangqu rapat anggota luar biasa. Tugas
pengurus menurut Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1989 uati:

1. Mengelola koperasi dan usaha koperasi
2. Mengajukan rancagan rencana kerja serta rancargjaamna anggaran pendapatan dan
belanja koperasi

Menyelenggarakan rapat anggota.

Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawadlaksanaan tugas.
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5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan.

7. Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggotasierta pemberhentian anggota
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan sketmanfaatan koperasi, sesuai
tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusanaraggbta.

Hubungan hukum antara rapat anggota dengan pengdalesh pemberian kuasa atas dasar
perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata,arekgta lain pengurus adalah pemegang
kuasa dari rapat anggota untuk menyelenggarakahaukoperasi. Adapun yang menjadi
pedoman bagi pengurus untuk melaksanakan tugasiaj@heanggaran dasar.

Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakiti organnya dalam hal ini adalah
pengurus, pengawas dan rapat anggota. Namun da&lagelplaannya organ yang menjalankan
dan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yditgtapkan dalam Pasal 30 UU
Perkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaanypesgliberi kewenangan untuk melakukan
tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfé&afperasi, sesuai tanggungjawabnya dan
sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalammia@lajemen Pasal 31 UU
Perkoperasian menetapkan, bahwa pengurus bertagiqggwab mengenai segala kegiatan
pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada raggbta atau rapat anggota luar biasa.
Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan demgikannya menyebabkan kerugian
diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa upesagaik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri menanggung kerugian yang diderita kopeftasigna tindakan yang dilakukan dengan
kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, penguangshbertanggung jawab jika perbuatannya
merugikan koperasi. Ratio legisnya, pengurus sabpdpak yang diberi kekuasaan untuk
mengelola koperasi harus berpegang pada asas -kehiati dalam menjalankan
kewenangannya.

Dalam konteks mengelola KSP, menurut Pasal 14 ®RaN9 Tahun 1995, pengurus wajib
memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, soldabi dan rentabilitas guna menjaga
kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semuatg@ikaik. Secara lengkap Pasal 14 tersebut

menyatakan sebagai berikut :
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(1) Aspek permodalan yang perlu diperhatikanadal
a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkuramgl@hnya dan harus ditingkatkan;
b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harudidissn tambahan modal sendiri;
c. antara modal sendiri dengan modal pinjamamaastal penyertaan harus berimbang.
(2) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan atasebagai berikut :
a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk meimekewajiban jangka pendek;
b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dang telah dihimpun.
(3) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikaalah sebagai berikut:

a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertédasarkan pada kemampuan
membayar kembali;

b. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertigagan kekayaan harus berimbang.
(4) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikanladaebagai berikut:

a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atantlkegan ditetapkan dalam jumlah
yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengegalpausaha, pembagian jasa
anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayana

b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau kegatamlengan aktiva harus wajar.

(5) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi SirRpgam atau Unit Simpan Pinjam tidak
dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kakaya.

(6) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai demygdr{5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Ketentuan tersebut di atas dapat dimaknai bahweritengan penyimpan dana wajib
diperhitungkan oleh pengurus dalam mengelola ukaparasi simpan pinjam. Apakah koperasi
simpan pinjam yang mengabaikan ketentuan dalam B4daP Nomor 9 Tahun 1995 tersebut
dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melalgagan kewajibannya sendiri sehingga
tidak terbayarnya dana penyimpan dalam koperagpainpinjam dapat dikategorikan sebagai
pebuatan melawan hukum sebagaimana yang diatumd#&asal 1365 KUH Perdata?
Pertanyaan ini dimunculkan karena ketidakmampupeiasi berprestasi bisa jadi disebabkan
ketidak hati-hatiannya pengurus dalam mengelolgpaiman yang diterima dari kreditur maupun
pinjaman yang disalurkan kepada kepada pihak &etigibatnya penyimpan dana menderita
kerugian. Sehubungan dengan hal itu selain kopepssigurus seharusnya dapat dikenai

tanggung jawab atas utang perusahaan.
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Menurut beberapa doktrin modern, ada beberaparalgaag dapat digunakan untuk
menuntut tanggung jawab pribadi pemegang sahampatagelola perusahaan, dan salah satu
doktrin fiduciary duty. Doktrin fiduciary duty adalah tugas yang timbul dari hubungan
fiduciary antara direksi atau pengurus dengan perusahagmy@mpinnya, yang menyebabkan
direksi berkedudukan sebagaustee dalam pengertian hukum trust. Oleh sebab itu sgoran
direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemamdaty of care and skill) itikad baik,
loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannyaadugempedulikan yang diharapkan dari
direksi adalah sebagaimana yang dimaksud dalamnhukatang perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat-hati sehingga terhindar

dari perbuatan kelalaiandgligence) yang merugikan pihak lain (Fuady, 2002 him. 49).

Doktrin Fiduciary duty sebenarnya berlaku bagi direksi perseroan &sbRiosisi seorang
direktur sebagai sebudtustee dalam perusahaan, mengharuskan seorang direhtuk tidak
bertindak ceroboh dalam melakukan tugasmlygy(of care) dan serta itikad baik, loyalitas serta
kejujuran terhadap perushaan dengan derajad yargpitiatau tidak boleh mengambil
keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahdaty 6f loyality). Pelanggaran terhadap kedua
prinsip tersebut dalam hubungannya dengatuciary Duty dapat menyebabkan direktur untuk
dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara priesldadap perbuatan yang dilakukannya.

baik kepada para pemegang saham maupun kepaddaiinaka.

Dokrtin fiduciary duty bagi direksi secara tegas diatur dalam UU Nordbun 2007
tentang Perseroan Terbatas, yang terjabarkan ddkasal 92 ayat (1) yang menentapkan
bahwa direksi menjalankan kepengurusan Perserotuk lepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan; Pasal 97(ByBlUUPT menyatakan, bahwa direksi
bertanggung jawab atas pengurusan Perseroanas@bag dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
dan Pasal 97 ayat (2) yang menetapkan bahwgupesan sebagaimana dimaksudkan dalam
ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap anggotksi dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawah Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkaksdibertanggung jawab penuh

secara pribadi apabila yang bersangkutan berstdaHadai menjalankan tugasnya tersebut.
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TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PENYIMPAN DANA DALAM
KONSTRUKSI HUKUM WANPRESTASI

Berdasarkan kajian terhadap 3 Putusan Pengddégari Surakarta tentang gugat perdata
penyimpan dana kepada pengurus koperasi karenaerdsdpyang bersangkutan tidak dapat
mengembalikan simpanannya ada dua hal yang dafet di sini, yaitu pokok sengketa dan
subyek yang seharusnya bertanggung jawab terhagingpan dana. Pertamaokok sengketa
pada 3 kasus di atas adalah wanprestasi yangikdaloleh koperasi sampel kepada penyimpan
dana berjangka atau deposan, yaitu KSP selaku ipenesimpanan berjangka tidak dapat
mengembalikan kepada pemiliknya pada saat jatatpde Kedua mengenai siapa yang
bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanarafgkp milik kreditur, dalam hal ini
pengurus dan atau koperasikah?.

Mengingat yang dijadikan pokok sengketa oleh pegggadalah wanprestasi, maka hakim
dalam mengkonstruksikan subyek hukum adalah peaedam penyerah uang, yaitu koperasi
(debitur atau wajib berprestasi) dan pemilik dakeeditur atau berhak menerima prestasi),
sehingga hakim dalam pertimbangannya menyatakiariseya yang menjadi subyek yang
digugat adalah koperasi karena koperasi sebagiinbhukum. Dalam pertimbangan hakim
juga dinyatakan bahwa meskipun dalam AD/ART masiaging koperasi disebutkan bahwa
pengurus koperasi bertanggung jawab atas kerugiarkdperasi namun tanggung jawab yang
dimaksud adalah tanggung jawab yang melekat ditussitu sendiri, bukan tanggung jawab
sebagai subyek hukum secara pribadi akibat kefakt@u kesengajaan dari institusi yang diurus.
Atas dasar konstruksi hukum seperti di atas mailgatgan penggugat terhadap pengurus agar
membayar kembali dana penggugat ditolak hakim.

Pertimbangan hakim tentang tanggung jawab pendwperasi di atas memperlihatkan
bahwa secara normatif, tanggung jawab penguruskatelpada koperasinya. Tindakan
pengurus dilakukan karena kedudukannya dalam ksipelah sebab itu pengurus tidak dapat
dituntut pertanggung jawabannya oleh pihak di lk@perasi. Pemahaman bahwa tanggung
jawab pengurus koperasi melekat pada koperasi rakanp pandangan teori organ yang
disampaikan oleh  Otto von Gierke. Menurut temngan badan hukum merupakan suatu

persoon yang riel dan bisa mempunyai kehendak melajjan-organnya, apa yang diputuskan

88



WACANA HUKUM VOL VIII NO. 2 OKTO 2009

oleh organ-organnya dianggap sebagai kehendakadan hukum itu sendiri (Satrio, 1993 him.
178).

Putusan yang hanya mempertimbangkan bahwa komataagai badan hukum seharusnya
merupakan pihak yang harus bertanggung jawab dagupes tidak bertanggung jawab
sepertinya tidak memberikan perlindungan bagi perayimpan dana koperasi. Namun perlu
diingat bahwa hubungan hukum yang dikonstruksideh penggugat adalah hubungan hukum
utang-piutang dan petitumnya wanprestasi,. Olehlsé@h wajar jika hakim berpendapat bahwa
jika hubungan hukumnya

KEMUNGKINAN PENERAPAN DOKTRIN FIDUCIARY DUTY UNTUK MENEMBUS
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KSP TERHADAP PENYIMPAN DANA

Doktrin fiduciary duty dalam kepengurusan koperasi dapat ditemukatand Pasal 30
ayat (10) huruf a yang menetapkan bahwa pengumisgas mengelola koperasi dan usahanya;
Pasal 30 ayat (2) huruf a menetapkan pengurus nilewaperasi di dalam dan diluar pengdilan;
Pasal 30 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pengpermsenang melakukan tindakan dan upaya
bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesngadetianggung jawabnya dan keputusan
koperasi.

Dalam menjalankan amanah untuk mengelola kopgrasgurus dibebani tanggung jawab
seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurusirigggting jawab mengenai segala kegiatan
pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada raggbta atau rapat anggota luar biasa.
Apabila pengurus dalam mnegelola koperasi meninaulkerugian maka harus bertanggung
jawab untuk menanggung kerugian seperti yang dazlam Pasal 34 UU Perkoperasian.

Kembali pada kasus KSP yang digugat penyimpan dabakti yang ada terutama yang
berkenaan dengan laporan keuangan KSP sampel, njukkan bahwa ketidakmampuan
koperasi mengembalikan dana milik penyimpan kalergyaknnya pinjaman yang dikucurkan
oleh KSP kepada debiturnya mengalami gagal batgar macet. Oleh sebab itu jika pengurus
akan disertakan sebagai subyek tergugat untuk mgmhb#au mengembalikan dana seharusnya
penggugat mengkonstruksikan sengketa hukumnyaadepgrbuatan melawan hukum Pasal

1365 KUH Perdata dan bukan hanya wanprestasi.
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Dalam menjalankan tugasnya pengurus diberi keknasdeh rapat anggota untuk
melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan skemanfaatan koperasi, sesuai
tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusanaiagagbta (Pasal 30 ayat (2) . Ada dua hal
yang dapat digaris bawahi di sini, pertamppangurus diberi kepercayadrdq(ciary) oleh anggota
koperasi sebagai pemiliki modal untuk mengelolpekasi,_kedua tugas atawuty pengurus
adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepemtisgda kemanfaatan koperasi. Sekalipun
dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa peaduaws hati-hati dalam melakukan tindakan
dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang befaku direksi perseroan tebatas) namun
adanya kata " melakukan tindakan dan upaya bagerkeman dan kemanfaatan  koperasi”
mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikapetasi. Hal ini tampak jelas jika
dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan padgurels sebagai pengelola KSP, seperti yang
diatur dalam Pasal 14 PP No 9 Tahun 1995, bahwgupes wajib memperhatikan aspek
permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabsiguna menjaga kesehatan usaha dan menjaga
kepentingan semua pihak terkait.

Bertitik tolak pada ketentuan dalam Pasal 14 ternsdbatas, pengurus dalam 3 KSP yang
mengalami gagal bayar tersebut seharunya bertagggwab pribadi atas kewajiban KSP
sebagai badan hukum yaitu membayar simpanan pedaha, jika dapat dibuktikan bahwa
kegagagalan KSP tersebut akibat tidak diperhatiatikuiditas dan solvabilitas oleh pengurus.
Aspek likuiditas diabaikan karena masing-masingPKi#lak memperhatikan ratio pinjaman
yang telah disalurkan kepada pihak ketiga dengaa gang telah dihimpun dari anggota atau
pihak ketiga lainnya termasuk penggugat.

Seperti telah disebutkan bahwa ketidak mampuan K&Pgembalikan dana milik
penyimpan karena dana milik penyimpan yang telahldikan oleh KSP kepada pihak ketiga
(debitur atau peminjam uang) tidak dapat ditaribnkali. Data yang ada menunjukkan, misalnya
KSP SAM dari hasil audit menunjukkan bahwa pengufais penglolanya telah menyalurkan
pinjaman uang kepada debitur (peminjam uang) selgs 13.290.675.200,26 tidak dilindungi
jaminan yang memadahi sehingga telah melanggasipripemberian pinjaman yang sehat
seperti halnya diatur dalam Pasal 19 PP 9 Tah@h.18rtinya pengurus dan pengelola tidak
memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola dalilapenyimpan.

Aspek solvabiltas tampaknya juga diabaikan  karemasing-masing KSP tidak

memperhatikan ratio simpanan yang telah diterima peyimpan dana dengan kemampuan
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untuk membayar kembali. Atinya, pengurus KSP asalerima simpanan sebanyak-banyaknya
tanpa memperhitungkan apakah kekayaannya berimi@mgan kewajiban bayar kepada
penyimpan dana. .

Bertolak pada data —data yang dapat membuktikawdg@engurus tidak melaksanakan
Pasal 14 dan Pasal 19 PP no 9 Tahun 1992, pendapas dikategorikan melakukan perbuatan
melawan hukum seperti halnya diatur dalam Pasdd K8H Perdata, yang menyebutkan bahwa
Secara teoritis doktririiduciary duty dapat diterapkan untuk membebani pengurus untuk
bertanggung jawab pribadi atas utang perusahaaen&a dua alasan yaitu: a) kemungkinan
kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk membaytangmya kepada kreditur, oleh sebab itu
penggugat membebankan tanggungjawab kepada psrgyserasi; b) pengurus sebagai pihak
yang dipercaya mengelola perusahaan telah mefkarbkerugian bagi pihak lainKerugian
ini timbul karena pengurus telah melakukan pedmuabelawan hukum perkoperasian simpan
pinjam khususnya Pasal 14 dan Pasal 19 PP No InTE®®5. Pelanggaran terhadap kedua
pasal tersebut memenuhi kriteria seperti yang tehiag dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa
tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugpada seorang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugiamgngganti kerugian tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas seharuseggurus bertanggung jawab pribadi
untuk mengembalikan dana penggugat jika kekayaaP Ki8ak cukup untuk memenubhi
kewajibannya pada penggugat. Alasannya, ketidakmampoperasi memenuhi kewajibannya
karena perbuatan elawan hukum yang dilakukan paagilan pengelola di mana mereka telah
telah melanggar aspek solvabilitas dan likuiditagasmengabaikan pemberian pinjaman yang
sehat seperti yang diatur dalam Pasal 14 PP Nah@nr 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi

Simpan Pinjam.
KESIMPULAN.

Jika konstruksi hukum yang digunakan oleh pemildna menggugat pengurus adalah
wanprestasi maka dapat dipastikan bahwa gugatatitolak, karena pengurus bukanlah pihak
dalam perjanjian penerimaan simpanan dana penggdgat menjadi pihak dala perjanjian
adalah koperasi sebagai badan hukum. Dokiurciary duty dapat diterapkan karena pengurus
KSP seharusnya dapat dibebani tanggung jawab privesnbayar kembali modal milik
penggugat. Pengurus sebagai pihak yang dipercagplarekan tugas mengelola koperasi dapat
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dibebani jika dapat dibuktikan bahwa pengurushtetelakukan perbuatan melawan hukum

seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH&ard
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